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ABSTRAKSI 

 

 
Nama : Rio Rizki Herniko 

NIM 201710110311397 

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU 

XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon 

Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia 

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum 

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum 

Pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dan Inkonsisten 

terhadap penerapan syarat-syarat pemilu lainnya. Berdasarkan hal tersebut rumusan 

masalah penelitian ini pertama apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konsitusi 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan bagaimana 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif 

hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep dan 

statute approach. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 

bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan dokumen. Analisa secara deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan ketentuan norma Pasal 182 

huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi 

anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan tidak 

selaras dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan norma Pasal 240 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

87/PUU-XX/2022 yang kemudian ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dan 

menurut hak asasi manusia mantan narapidana tetap memiliki hak politik dipilih 

ataupun memilih, akan tetapi tetap terdapat pembatasan. Saran penulis 

mengharuskan KPU menjadikan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12/PUU- 

XXI/2023 sebagai referensi dalam melahirkan sebuah peraturan syarat-syarat calon 

anggota DPD dan mencabut peraturan PKPU No. 11 Tahun 2023. 

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Hak Asasi Manusia 
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ABSTRACT 

 
Nama : Rio Rizki Herniko 

NIM 201710110311397 

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU 

XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon 

Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia 

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum 

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum 

Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is 

contrary to article 28 D paragraph 1 of the 1945 Constitution and is inconsistent 

with the application of other election conditions. Based on this, the formulation of 

the research problem is first, what is the basis for the Constitutional Court judges' 

considerations in the Constitutional Court decision Number 12/PUU-XXI/2023 and 

how the Constitutional Court decision Number 12/PUU-XXI/2023 is viewed from a 

human rights perspective. Normative juridical research methods and conceptual 

approaches and statute approaches. Sources of primary and secondary legal 

materials. The technique for collecting legal materials is literature and document 

study. Qualitative descriptive analysis. The results of the research and discussion 

show that the provisions of the norms of Article 182 letter g of Law Number 7 of 

2017 concerning General Elections which regulate the requirements for former 

convicts who will nominate to become members of the DPD have been proven to 

have problems with the constitutionality of norms and are not in line with the spirit 

contained in the provisions of the norms of Article 7 paragraph (2) letter g of Law 

Number 10 of 2016 which has been interpreted in the Constitutional Court Decision 

Number 56/PUU-XVII/2019 and the norms of Article 240 paragraph (1) letter g of 

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as which has been interpreted 

in the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 which is then 

reviewed from a human rights perspective. And according to human rights, former 

prisoners still have the political right to be elected or vote, but there are still 

restrictions. The author's suggestion requires the KPU to use Constitutional Court 

Decision Number 12/PUU-XXI/2023 as a reference in producing a regulation 

regarding the requirements for DPD member candidates and revoke PKPU 

regulation No. 11 of 2023. 

Keywords: Constitutional Court Decisions, General Elections, Human Rights 
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